
BUPATI TAPIN 
 

PERATURAN BUPATI TAPIN 
NOMOR 40 TAHUN 2013 

 
TENTANG 

 
KLASIFIKASI DAN PENETAPAN 

NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

DI KABUPATEN TAPIN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TAPIN, 

Menimbang  :  a.  bahwa dasar pengenaan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 
berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang 
besarannya ditetapkan oleh Bupati;  

b. bahwa untuk kelancaran penetapan besaran 
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan kelancaran 
pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di 
Kabupaten Tapin, perlu mengatur Klasifikasi dan 
Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di 
Kabupaten Tapin;  

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang 
Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
di Kabupaten Tapin; 

 
Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, 
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 
Tabalong  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2009  tentang 
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4953); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049);  

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);  
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 
tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut 
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau 
Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5179); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan 
Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan 
Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar 
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Tapin; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Tapin sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 
Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Tapin; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 
Tahun 2012 tentang Pajak Daerah; 

17. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Pajak 
Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan 
(PBBP2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) Pada Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 
Kabupaten Tapin; 
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MEMUTUSKAN : 
  
Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG 

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN DI KABUPATEN TAPIN.  

  
  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin. 

3. Bupati adalah Bupati Tapin. 

4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kabupaten Tapin. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin. 

6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi 
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 
selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau 
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 
orang pribadi atau badan untuk sektor perdesaan dan 
perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan 
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.  

8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan 
pedalaman serta laut wilayah daerah.  

9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan 
pedalaman dan/atau laut. 

10. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah 
harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang 
terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual 
beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek 
lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP 
pengganti. 

11. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual bumi atau nilai jual 
bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan Nilai 
Jual Objek Pajak Bumi dan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan.  

 
 

12. Zone Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zone 
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geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang 
mempunyai suatu Nilai Indikasi Rata-Rata yang dibatasi oleh 
batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam suatu wilayah 
administrasi desa/kelurahan.  

13. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat 
dengan DBKB, adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan 
perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang 
terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen 
material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas 
bangunan.  

 
 

BAB II 

KLASIFIKASI NJOP PBB P2 

Pasal 2 

Dasar pengenaan PBB P2 adalah NJOP. 
 
 

Pasal 3 

(1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan 
berdasarkan Klasifikasi NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.  

(2)  
 

Klasifikasi dan Besarnya NJOP Bumi untuk Objek PBB P2 
ditetapkan dalam Keputusan Bupati.  

(3)  
 

Dalam hal nilai jual Bumi untuk Objek PBB P2 lebih besar dari 
nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), maka nilai jual Bumi tersebut 
ditetapkan sebagai  NJOP Bumi. 

(4) Klasifikasi NJOP Bangunan untuk Objek PBB P2 ditetapkan 
dalam Keputusan Bupati. 

(5) Dalam hal nilai jual Bangunan untuk Objek PBB P2 lebih besar 
dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), maka nilai jual Bangunan tersebut 
ditetapkan sebagai  NJOP Bangunan. 
 
 

Pasal 4 

Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
sebagai dasar Pengenaan PBB P2 untuk masing-masing wilayah 
Desa/Kelurahan ditetapkan dalam Keputusan Bupati. 
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BAB III 

PENETAPAN NJOP SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK 

Pasal 5 

(1) Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat 
dilakukan dengan perbandingan harga dengan objek lain yang 
sejenis, nilai perolehan baru, atau nilai jual pengganti.  

(2) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pendekatan/metode 
penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara 
membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang 
letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui 
harga jualnya.  

(3)  
 

Nilai perolehan baru sebagaimana dimaksud pada ayat(1) 
merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual 
suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang 
dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat 
penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan 
berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.  

(4)  
 

Nilai jual pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual 
suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek 
pajak tersebut.  
 
 

Pasal 6 

(1)  Objek Pajak yang tidak bersifat khusus, Nilai Jual Objek 
Pajaknya ditentukan berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang 
diperoleh dari hasil penilaian secara massal.  

(2)  
 

Objek Pajak tertentu yang bersifat khusus, Nilai Jual Objek 
Pajaknya dapat ditentukan berdasarkan nilai pasar yang 
dilakukan oleh petugas penilai secara individual.  
 
 

Pasal 7 

(1) Bupati menetapkan NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB P2 
secara berkala. 

(2)  
 

NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
berdasarkan Nilai Indikasi Rata-Rata dalam suatu ZNT. 

(3) DBKB digunakan sebagai dasar perhitungan nilai bangunan. 

(4) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan 
sebagai dasar penetapan NJOP Bangunan. 
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BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 8 

NJOP Bumi dan NJOP Bangunan yang digunakan untuk 
menetapkan pajak pada awal tahun pengalihan PBB P2 menjadi 
Pajak Daerah merupakan data NJOP berdasarkan NJOP Pajak Bumi 
dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tapin 
yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat.  
 
 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tapin. 
 
 

Ditetapkan di  Rantau 
pada tanggal 31 Desember 2013 
 
BUPATI TAPIN, 
 
 
       ttd 
 
M. ARIFIN ARPAN  

Diundangkan di  Rantau 
pada tanggal  31 Desember 2013 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN, 
 
 
    ttd 

 
RAHMADI 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2013 NOMOR 40 
 

 
 


